e PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYAMSIR RAHMAN
Jabatan . Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16  Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Pj. BUPATI TANAH LAUT KEPALA BPKAD
BPKAD KAB. TANAH LAUT,

- / |

SYAMSIR RAHMAN MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
Meningkatnya Kinerja
Pengslolaan 1 Opini BPK Rl aias Laporan Keuangan WTP
Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah
Daerah
. r;:;’;?";an";’:u:::tt:" , |Tingkat Kepuasan terhadap peiayanan BAIK
dan aset daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Program Kegiatan Sub Keglatan Anggaran
1 Program Pengelolaan 1 iKoordinasi dan Penyusunan Rencana 1. Koordinasi, Penyusunan dan 3.871.950,00
Keuangan Daerah Anggaran Daerah Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
2. Koordinasi, Penyusunan dan 3.800.610,00
Verifikasi DPA-SKPD
3. Koordinasi Perencanaan Anggaran 1.958.702,00
Pembiayaan
4. Koordinast dan Henyusunan Hegulasi 28.341.775,00
seria Kebijakan Bidang Anggaran
5. Koordinasi, Penyusunan dan 14.844.689,00
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
6. Keordinasi, Penyusunan dan 14.844.613,00
Verifikasi RKA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan 48.846.200,00
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
8. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 59.6843.027,00

2 Program Pengelotaan
Barang Milik Daerah

2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah

3 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah

5 Pengelolaan Barang Milik Daerah

PPAS

9. Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan KepalaDaerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
10. Keordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang

11. Koordinast, Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
dengan LembagaKeuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

12. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan AtasSP20 dengan Instansi
Terkait

13. Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan danPengefuaran
Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

14, Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas

15. Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

16. Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

17. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
18. Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendasak

19. Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan

20. Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan KerugianDaerah

21. Rekonsiliast dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban

22. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

23. Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Buianan, Triwulanandan
Semesteran

24. Koordinasi dan Peryusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
PertanggungjawabanPelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan
Peratiwran Kepala Daerah tentang
PenjabaranPeranggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
25 Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

26. inventarisasi Barang Milik Daerah
27. Penyusunan Laporan Barang Milik

Narrah

154.312.113,00

207.129.980,00

2.250.000,00

1.620.000,00

13.326.000,00

14.456.000,00

6.380.978,00

193.495.282,00

48.336.132,00

22.172.915.145,00

246.343.464.346,00

34.192.365,00

92.628.638,00

88.586.578,00

157.191.942,00

218.337.456.,00

74.812.998,00

86.237.535,00
46.703.960,00



3 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

Pj. BUP, NAH LAUT
SYAMSIR N

6 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

8 Administrasi Umum Perangkat Daerah

9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

28. Pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

29. Penatausahaan Barang Milik Daerah
30. Penilaian Barang Milik Daerah

31. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

32. Penyusunan Standar Harga

33. Penyusunan Standar Barang Milik
Daerah dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Daerah

34. Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan PenghapusanBarang
Milik Daerah

35. Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah

36. Pengamanan Barang Milik Daerah

37. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelenagkapannya

38. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

39. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

40. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
41. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

42. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

43. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

44, Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

45, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

46 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

47. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

48.Penyusunan Dokumen Perencanaan
49 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

51.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

52. Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

96.289.245,00

281.168.559,00

177.064.980,00
49.896.438,00

69.282.234,00
4.874,185.254,00

115.288.960,00

12.407.911.235,00

396.675.125,00

69.930.000,00

468.766.000,00

312.000.000,00

6.569.361,00
72.822.362,00
1.120.200.835,00

1.616.000.000,00

16.250.000,00

19.800.000,00

20.113.200,00

68.750.000,00

8.549.972,00
9.478.191,00

B.113.769.343,00

13.162.576,00

300.537.244.894,00

D DARMIN, S.IP, M.Si



G PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Drs. H. M. SUPIAN NOOR
Jabatan - Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BPKAD SEKRETARIS BPKAD
KAB. TANAH LAUT, KAB. TANAH LAUT,
LT
. S~
MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si Drs. H. M. SUPIAN NOOR

NIP. 19661227 198703 1 002 NIP. 19660623 199303 1 003



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
1 2 3
. s Persentase kinerja sarpras
Meningkatnya kualitas } e
; yang terpenuhi dan dipelihara
1
pelayanan kesekretariatan |1 dgn baik 100%
Persentase pelayanan
> administrasi kepegawaian yg 100%
terpenuhi dan terpelihara dgn
baik
Persentase Laporan Keuangan
3 dan Kl_nena Keuangan SKPD 100%
sesuai ketentuan
Nilai Reformasi Birokrasi
4 X ) 70
Instansi Pemerintah
Persentase Perencanaan dan
5 Klqerja yang tersusun dengan 100%
baik sesuai ketentuan
Nilai akuntabilitas kinerja
6 instansi’pemerintah 70(8)
Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program Penunjang Urusan 1 Administrasi Kepegawaian 1. Pengadaan Pakaian Dinas
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah beserta Atribut
Kabupaten/Kota Kelengkapannya
2 Penyediaan Jasa Penunjang 2. Penyediaan Jasa
Urusan Pemerintahan Daerah  Pelayanan Umum Kantor
3. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3 Administrasi Umum Perangkat D 4 penyediaan Komponen

4 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

5 Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

6 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

5. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

7. Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

8. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan. Biava
9. Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya
10.Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

11. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan
12.Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat
Daerah
13.Evaluasi Kinerja Perangkat

14.Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

15. Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Anggaran

69.930.000,00

468.768.000,00

312.000.000,00

6.569.361,00

72.822.362,00

1.120.200.835,00

1.616.000.000,00

16.250.000,00

19.800.000,00

20.113.200,00

68.750.000,00

8.549.972,00

9.478.191,00
8.113.769.343,00

13.162.576,00

JUMLAH 11.936.163.840,00
Pelaihari, 16 Oktober 2023
B.TANAH LAUT SEKRETARIS BPKAD KAB.TANAH LAUT

-

Drs. H. M. SUPIAN NOOR
NIP.1§%661227 198703 1 002 NIP.49660623-199303 1 003




ERGRY PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . LIANA LUTFIATI, S.Ak
Jabatan . Kasubbag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. M. SUPIAN NOOR
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BPKAD KASUBBAG KEUANGAN
KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,
- (ju_wgé
"
Drs. H/M. SURIAN NOOR LIANA LUTFIATI, S.Ak

NIP. 19660623 199303 1 003 NIP. 19800227 200501 2 013



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target

1 2 3

-

Melaksanakan penyusunan
laporan keuangan SKPD
(Bulanan, Triwulanan,

Semesteran, dan Laporan 1 'lj(::];anh gsg;(n;g Lagotan 5 dokumen
Keuangan Akhir Tahun) 9

Jumlah dokumen administrasi

Melaksanakan pelayanan keuangan SKPD yang

administrasi keuangan SKPD 2 akuntabel 200 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
Program Penunjang Urusan 1 Administrasi Keuangan Perangkat 1.Penyediaan Gaji dan 8.113.769.343,00
Pemerintahan Daerah Daerah Tunjangan ASN
Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan 13.162.576,00
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumiah Rp 8.126.931.919
Pelaihari, 16 Oktober 2023
SEKRETARIS BPKAD KAB.TANAH LAUT KASUBBAG KEUANGAN

LIANA LUTFIATI,
NIP.19800227 200501 2 013




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101
e —————————— e EEEEEREREbEbEbE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARRY HARRIYANTO, S.Kom
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . Drs. H. MUHAMMAD SUPIAN NOOR
Jabatan . Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BPKAD KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,
| —
Drs. H. MUHAMMAD SUPIAN NOOR HARRY HARRIYANTO, S.Kom

NIP. 19660623 199303 1 003 NIP. 19880622 201001 1 003



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
1 2 3
Melaksanakan pemenuhan 7 ; .
pelayanan administrasi perkantoran Jumla Admrm_s sl Perkangoran "
. 1 yang terpenuhi dan terlayani 1 Jenis Pelayanan (Surat Menyurat)
dengan baik %
sesuai ketentuan
Melaksanakan pemenuhan
2 pelayanan sarpras SKPD dengan 2 ;Iumlal:iga ;:maﬁ::::‘?:i::;g 2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan
baik kaatpeantuan Dinas Operasional)
L PR B8 3 | Jumlah Dokumen RB SKPD 1 Dokumen
Jumlah SDM SKPD yang
Melaksanakan pemenuhan dan t { ,
3y ; 4 terpenuhi dan terlayani sesuai 43 ASNdan 1S PTT
peningkatan kualitas SDM SKPD liitari A
Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program Penunjang Urusan 1 Administrasi Kepegawaian 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Kelengkapannya
Kabupaten/Kota
Penyediaan Jasa Penunjang 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Urusan Pemerintahan Daerah
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2 Administrasi Umum Perangkat 4. Penyediaan Komponen Instalasi
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penunjang Urusan Pemerintahan  Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Banqgunan Lainnva
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
JUMLAH
SEK S BPKAD KAB.TANAH LAUT
Drs. H. MUHAMMAD SUPIAN NOOR

NIP.1

31993031003

Anggaran
69.930.000,00

458768 000,00

312.000.000,00

6.569.361,00
72.822.362,00
1.120.200.835,00

1.616.000.000,00

16.250.000,00

19.800.000,00
20.113.200,00

68.750.000,00

3.791.203.758,00
Pelaihari, 16 Oktober 2023

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BPKAD . TANAH LAUT

HARRY TO, S.Kom
NIP.19880622 201001 1 003



ey PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101
W

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : HERU PURWANTO, S.AP
Jabatan : Kabid Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama - MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA BPKAD KABID BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KAB. TAWAH LAUT, BPKAD TANAH LAUT,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si HE URWANTO, S. AP
NIP. 19661227 198703 1 002 NIP. 19740427 199503 1 003



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jumlah

KAB.TANAH LAUT

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
2

Penunjang Urusan
3 Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

1227 198703 1 002

DARMIN, S.IP, M.Si

=

Pembiayaan

4. Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

5. Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

6. Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

8. Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

9. Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan KepalaDaerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
10. Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang

Peniabaran APBD
11. Koordinasi, Pelaksanaan

Kerjasama dan Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan LembagaKeuangan
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank

12. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan AtasSP2D dengan
Instansi Terkait

13. Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan danPengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

14. Koordinasi Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas

15. Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

16. Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
17. Penatausahaan Pembiayaan
Daerah

18. Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

19. Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan

Kinerja Utama Indikator Utama Target
q 2 3
Persentase SKPD yang
Meningkatnya kualitas menyampaikan perencanaan
1|pengelolaan keuangan daerah | 1 |penganggaran sesuai 100%
sesuai ketentuan ketentuan
Persentase stakeholder yang
dilayani penatausahaan
keuangan dan pembiayaan o
. 100%
daerah sesuai ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
Program Pengelolaan Koordinasi dan Penyusunan 1. Koordinasi, Penyusunan dan 3.871.950,00
Keuangan Daerah Rencana Anggaran Daerah Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
2. Koordinasi, Penyusunan dan 3.800.610,00
Verifikasi DPA-SKPD
3. Koordinasi Perencanaan Anggaran 1.958.702,00

28.341.775,00

14.844.699,00

14.844.613,00

48.646.200,00

59.643.027,00

154.312.113,00

207.129.980,00

2.250.000,00

1.620.000,00

13.326.000,00

14.456.000,00

6.360.978,00

193.495.282,00

49.336.132,00
22.172.915.145,00

246.343.464.346,00

269.334.617.552,00

Pelaihari, 16 Oktober 2023
AN PEMBIAYAAN




i PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama . FERRY ARYADIE, SE
Jabatan :  Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU PURWANTO, S. AP
Jabatan . Kabid Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KABID BELANJA DAN PEMBIAYAAN KASUBBID PERBEND & PEMBIAYAAN
KAB. TA LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,

HERU FERRY ARYADIE, SE
NIP. 19740427 199503 1 003 NIP. 19800731 200701 1 006



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
Meningkatkan kualitas
g’;ﬂa'a“;'u"::haa"e’ ':’kbm"a"spzn‘ Jumiah SP2D, SP28B, SPB,

daerah yang tertib sesuai dgn

Daftar Penguji dan SKPP

4.000 SP2D, 798 SP2B, 558 SPB, 400

PerUU dan sebagai bahan yang diterbitkan sesuai Daftar Penguji dan 798 SP2B
dokumen pertanggungjawaban ketentuan
Melaksanakan perhitungan Jumlah Laporan Hasil

Pembayaran JKK-JKM dan

Perhitungan Pembayaran

24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap.

2 |IWP 4% sesuai ketentuan 2 |JKK-JKM dan IWP 4% WP
sesuai ketentuan
Melaksanakan sosialisasi Jumilah Bendahara
penatausahaan k%'-ﬂl'?ela" Pengeluaran SKPD yang
untuk Bendahara Pengeluaran disosialisasikan tentang
3 |SKPD sesuai ketentuan 2 penatausahaan keuangan S’ Bendaliara Pengedsart
sesuai ketentuan
Melaksanakan monitoring Jumiah SKPD yang
penatausahaan keuangan termonitoring dalam
4 |SKPD sesuai ketentuan 4 |penatausahaan keuangan 40 SKPD
sesuai keuangan
Melaksanakan
: i . Jumilah stakeholder yang
koordinasikonsoldasilevalias!| | gikoordinasildikonsolidasild
5 “"ng? Stakeholder mengenall 5 |evaluasi mengenai 43 Stakeholder
pe! iusa e penatausahaan keuangan
sesuai ketentuan sasial kitantiian
Melaksanakan penyediaan ] Skl dokiiien
bahan penganggaran belanja penganggaran belanja
6 gf‘s""' belenja ‘;‘;ae':;: duga | & |iransfer, belanja tidak 2 Dokumen
D?T:: ema’ il terduga dan pembiayaan
wesus pEn daerah sesuai ketentuan
JUTTTETT PETTTOTOoN yang
7 |betanja tidak terduga sesusi | 7 |Pelana transfer, belanja 650 O
ketenjtzan = idak terchigs sesial e
ketentuan
Melaksanakan sosialisasi Jumlah Aparatur Desa yang
penatausahaan pembiayaan mengikuti dan memahami
8 |daerah bagi Aparatur Desa 8 |sosialisasi penatausahaan 130 Orang
sesuai ketentuan pembiayaan daerah sesuai
ketentuan
Melaksanakan koordinasi Jumiah SKPD yang
dengan SKPD yang menerima dana hibah dan
9 |melakukan monitoring terkait 9 bansos yang t sinasi 6 SKPD
penyaluran dana hibah dan i etbntisan
bansos sesuai ketentuan
. P:an penyu:t;\an I Jumilah dokumen Laporan
10 |sesuai kalen:an 10 Smeiayaan Daorah yang 1 Dokumen
ilaporkan sesuai ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program Eengalolaan Koordinasi dan Pei
aeral nyusunan 4 woordinasi P naan
euangan D D ! Rencana Anggaran Daerah Pembiaﬁn::l erenca Ao
: 2. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
2 Koordinasi dan Pengelolaan ., pamantauan Transaksi Non Tunai
Perbendaharaan Daerah dengan LembagaKeuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan AtasSP2D dengan Instansi
Terkait
4. Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan danPengeluaran Kas
serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas
6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Penurijang U :ﬂ;zn;g;l:laan Dana Darurat dan
3 Kewenangan Pengelolaan

Jumiah

s
NIF. 19761121 199708 1 001

Keuangan Daerah

9. Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Anggaran
1.958.702,00

2.250.000,00

1.620.000,00

13.326.000,00

14.456.000,00

193.495.282,00

49.336.132,00

22.172.915.145,00

246.343.464.346,00

Rp 268.792.821.607




AR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . INDERA GUNAWAN, A.Md
Jabatan - Kasubbid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . HERU PURWANTO, S. AP
Jabatan . Kabid Belanja dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KABID BELANJA DAN PEMBIAYAAN KASUBBID ANGGARAN
KAB. TA LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,

(s

HERU PURWANTO, S. AP INDERA GUNAWAN, A.Md
NIP. 19740427 199503 1 003 NIP. 19820510 220604 1 014



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
ot o | tumiah Doumen ku-pes
1 eciontimt 1|dan KUPA-PPAS sesuai 4 Dokumen
ketentuan

Melaksanakan Sosialisasi Jumiah SKPD yang mengikuti

. sosialisasi dan memahami
lI:en],rusunan RKA SKPD sesuai 2 penyusunan RKA sesuai 40 SKPD
etentuan
ketentuan
Jumlah SKPD yang mengikuti
Melaksanakan Pembahasan RKA 3 pembahasan RKA sesuai 40 SKPD
SKPD sesuai ketentuan ketentuan

F-

Melaksanakan Penyusunan

Raperda APBD dan Raperda . Jumlah Dokumen Raperda

w

) APBD dan Raperda Perubahan 2 Dokumen
Perubahan APBD sesuai ketentuan APD ensizlltecbinin
Melaksanakan fasilitasi evaluasi Jumlah dokumen Raperda dan
atas Raperda dan Raperkada APBD Raperkada APBD serta
serta Raperda dan Raperkada 5|Raperda dan Raperkada 4 Dokumen
Perubahan APBD ke Pemprov Perubahan APBD sesuai hasil
sesuai ketentuan evaluasi Gubernur

Jumlah Dokumen Penetapan
Melaksanakan fasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda

Perda APBD dan Perda Perubahan | 6|Perubahan APBD sesuai 2 Dokumen
APBD sesuai ketentuan ketentuan

Melaksanakan penyusunan Jumlah SPD-SKPD dan PPKD
penerbitan Penyediaan Dana 7 |yang diterbitkan sesuai 84 SPD
Anggaran SKPD sesuai ketentuan ketentuan

Melaksanakan pembinaan
penganggaran SKPD sesuai
ketentuan 8

Jumlah SKPD yang dibina

dalam penganggaran sesuai 40 SKPD
ketentuan

Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
Program Pengelolaan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan 1. Koordinasi, Penyusunan dan 3.871.950,00
Daerah Rencana Anggaran Daerah Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
2. Koordinasi, Penyusunan dan 3.800.610,00
Verifikasi DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan 28.341.775,00
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran
4. Koordinasi, Penyusunan dan 14.844.699,00
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan 14.844.613,00
Verifikasi RKA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan 48.646.200,00
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

7. Koordinasi dan Penyusunan KUA 59.643.027,00
dan PPAS
154.312.113,00
8. Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan KepalaDaerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan 207.129.980,00
Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Peniabaran APBD
2 Koordinasi dan Pengelolaan 10. Penyiapan, Pelaksanaan 6.360.978,00
Perbendaharaan Daerah Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Jumiah Rp 541.795.945
Pelaihari, 16 Oktober 2023

KASUBBID ANGGARAN
BPKAD KAB. TANAH LAUT

INDERA GUNAWAN, A.Md
NIP. 19820510 200604 1 014




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : ALAMSYAH, SE
Jabatan :  Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama - MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BPKAD KABID AKUNTANSI
KAB. TANAH LAUT, BPKAD K NAH LAUT,

MUHAMMAD/DARMIN, S.IP,M.Si AMSYAH, SE
NIP. 19661227 198703 1 002 NIP. 19690105 199303 1 011



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
Persentase kualitas
Meningkatnya pertanggungjawaban dan
kualitas pengelolaan pelaporan Keuangan Pemkab 100%
keuangan daerah dan Pelaporan Keuangan SKPD
sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Koordinasi dan Pelaksanaan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Penyelesaian Tuntutan

Keuangan Daerah

Jumlah

KEPALA BPKA|

MU
NIP.1

DARMIN, S.IP, M.Si
7 198703 1 002

Keuangan Daerah

Perbendaharaan dan Tuntutan
KerugianDaerah

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban

3. Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

4. Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanandan
Semesteran

5. Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
PertanggungjawabanPelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
PenjabaranPertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

6. Konsaolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran
34.192.365,00

92.638.638,00

88.586.578,00

157.191.942,00

218.337.456,00

74.812.998,00

665.759.977,00

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD

LAUT

105 199303 1 011



R PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

“

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . INDAYANI, S.Akt
Jabatan : Kasubbid Pendapatan Dan Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . ALAMSYAH, SE
Jabatan - Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KABID AKUNTANSI KASUBBID PEND & PENGELOLAAN KAS
BPKAD KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,

SYAH, SE

|NDAYAM
NIP. 19690105 199303 1 011 NIP. 19771012-200501 2 015



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
Melaksanakan Koordinasi #j;];::ksaﬁigognasi
skLans! punsrimaas c:Ian akuntansi penerimaan & 15 SKPD
pengeluaran kas sesuai 4
ketentuan pengeluaran kas sesuai
ketentuan
Jumiah Bendahara
Melaksanakan Pembinaan Penerimaan yang terbina
Bendahara Penerimaan SKPD dan memahami mekanisme 15 Bend. Penerimaan
sesuai ketentuan pelaporan keuangan sesuai
ketentuan
Melaksanakan fasilitasi
terhadap stakeholder dalam Jf"mif"'.h St.akehdder yang
R ) difasilitasi dalam
penyelesaian kerugian daerah lesaian k . 10 SKPD
sesuai ketentuan RenyeisMan kenigan
daerah sesuai ketentuan
—_— Jumiah SKPD yang
I\Sdre(::?l[;s:an:gkﬂe:;er:g?:ng termonitoring pendapatan
pendapatan PPKD dan piutang E;:r?md:nn piakang seeud) Ll
sesuai ketentuan
Melaksanakan penyusunan Jumlah Dokumen Laporan
Laporan Keuangan Pendapatan Keuangan Pendapatan dan
dan Piutang Pemkab sesuai Piutang Pemkab hasil
ketentuan konsolidasi sesuai ketentuan 3 Dokumen
Melaksanakan koordinasi Jumlah SKPD yg
penerimaan pajak daerah atas melakukan koordinasi
belanja SKPD penerimaan pajak daerah
atas belanja SKPD ASKPD
Melaksanakan konsolidasi Jumlah dokumen Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
SKPD, Laporan JKN, Laporan SKPD, Laporan JKN, 12 Dokumen
Dana BOS, Laporan SIKD Laporan Dana BOS, Laporan
sesuai ketentuan SIKD sesuai ketentuan
Melaksanakan monitoring kas ::"T‘?:iéﬁﬁ S;(ePslaggang
SKPD sesuai ketentuan 9 40 SKPD
ketentuan
Melaksanakan Rekonsiliasi Jumlah Kas SKPD yang
Kas SKPD sesuai ketentuan telah direkonsiliasi sesuai 1 Dokumen
ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

Jumlah

105 199303 1 011

Koordinasi dan Pelaksanaan 1. Koordinasi, Sinkronisasi,

Akuntansi dan Pelaporan dan Penyelesaian Tuntutan

Keuangan Daerah Perbendaharaan dan
Tuntutan KerugianDaerah
2. Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah
3. Konsolidasi Laporan

Keuangan SKPD, BLUD dan

Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Anggaran
34.192.365,00

88.586.578,00

74.812.998,00

Rp 197.591.941

Pelaihari, 16 Oktober 2023
KASUBBID AKT PENDAPATAN & PENGELOLAAN KAS

DAYANI, S.
NIP.19771012 Ws



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . PAIMUN, ST
Jabatan : Kabid Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BPKAD KABID PENATAUSAHAAN ASET
KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,
MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si PAMIUN, ST

NIP. 19661227 198703 1 002 NIP. 19690512 200701 1 032



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
Meningkatnya kualitas : ——
Persentase inventarisasi BMD
pengelolaan aset daerah :
1|sesuai ketentuan 1|Yang SRk e KetoTRe 100%
Perseptase RKBMD SKPD 100%
sesuai ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
1 Program Pengelolaan 1 Pengelolaan Barang Milik 1. Inventarisasi Barang Milik Daerah 86.237.535,00
Barang Milik Daerah Daerah
2. Penyusunan Laporan Barang Milik 46.703.960,00
Daerah
3. Pembinaan Pengelolaan Barang 96.289.245,00
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah

4, Penatausahaan Barang Milik 204:465.659,00

Daerah

5. Penyusunan Kebijakan 49.896.438,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah

6. Penyusunan Standar Harga 69.282.234,00
7. Penyusunan Standar Barang Milik 4.874.185.254,00

Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Rp 5.503.763.225
Pelaihari, 16 Oktober 2023

BID PENATAUSAHAAN ASET
KAB. TANAH LAUT

UN, ST
90512 200701 1 032



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . MURWANTO, ST
Jabatan : Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . PAIMUN, ST
Jabatan - Kabid Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KABID PENATAUSAHAAN ASET KASUBBID PERENCANAAN KEBUTUHAN
BPKAD KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT

URWANTO, ST
. 19820506 201101 1 001

PAIMUN, ST
NIP. 19690512 200701 1 032



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
Melaksanakan penyusunan ::Q;ZDS?:; ge;‘e :';Eil ryang
1 |RKBMD sesuai ketentuan 1 40 Dokumen
ketentuan
Melaksanakan Penyusunan
3 Jumlah Dokumen Buku Standar
Standar Satuan Harga sesuai ;
2 e 2 |Satuan Harga sesuai ketentuan 1 Dokumen
gg:;:f;g;ﬁu::::ﬁ;n Jumlah Dokumen Buku Standar
3 . 9 | 3 |Kebutuhan Barang sesuai 40 Dokumen
sesuai ketentuan
ketentuan
Melaksanakan
= y 2 Jumlah SKPD yang
g:::rs;:g;s;f;/::m;k;gMBgmng direkonsiliasi/verifikasi Barang
4 saausi ketantuan 4 |Pakai Habis sesuai ketentuan 40 SKPD
Jumiah dokumen Beban
Melaksanakan Penyusunan ¢ :
5 |Beban Persediaan sesuai 5 Persediaan sesuai ketentuan :
ketentuan
Jumlah SKPD yang mengikuti
Melaksanakan Sosialisasi Sosialisasi Standar Satuan
6 |Standar Satuan Harga dan 6 |Harga dan Perbup sesuai 40 SKPD
Perbup sesuai ketentuan ketentuan
ao Jumiah Barang Pakai Habis
gﬁ::sa;:::in;:ggts;:gai SKPD yang telah termonitoring
7 9 7 |sesuai ketentuan 40 SKPD
ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
1 Program Pengelolaan 1 Pengelolaan Barang Milik 1,. Penyusunan Kebijakan 49.896.438,00
Barang Milik Daerah Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Penyusunan Standar Harga 69.282.234,00
3. Penyusunan Standar Barang 4.874.185.254,00
Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah 4.993.363.926,00
Pelaihari, 16 Oktober 2023
ID PENATAUSAHAAN ASET ANAAN KEBUTUHAN

KAB. TANAH LAUT

URWANTO, ST

N, ST /
NIP. 19820506 201101 1 001

NIP.\B690512 200701 1 032



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101
s A S T R e R R . B e A o e T O 3 T S TR T A RS e B e R RS 1 LN T =TT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERY SURYANL S, ST
Jabatan : Kasubbid Inventarisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . PAIMUN, ST
Jabatan : Kabid Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KABID PENATAUSAHAAN ASET KASUBBID INVENTARISASI
BPKAD KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,
PAINJUN, ST ERY SURYANI, S.ST

NIP. 19690512 200701 1 032 NIP. 19730816 199603 2 004



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Utama Target
1 2 3
Melaksanakan Updating Data BMD J:Tiizggé‘;gil;ﬁSKPD
1 |pada KIB SKPD sesuai ketentuan | 1 i 9 16 Dokumen
etentuan
Jumiah Belanja Modal SKPD
Melaksanakan yang telah
2 |Rekonsiliasi/verifikasi Belanja 2 |direkonsiliasi/verifikasi dan 8 Dokumen
Modal SKPD sesuai ketentuan menyampaikan laporan sesuai
ketentuan
Melaksanakan Jumiah BMD SKPD yang
Sensus/Inventarisasi BMD dan telah disensus/diinventarisasi
3 |tindaklanjut Hasil Sensus BMD 3 |dan ditindaklanjuti sesuai 1 Dokumen
sesuai ketentuan ketentuan
Jumlah Belanja Modal SKPD
Melaksanakan Monitoring Belanja yang telah termonitoring )
4 Modal SKPD sesuai ketentuan L sesuai ketentuan 40'SKPD {12 Kagiatan)
Melaksanakan Sosialisasi Jumlah SKPD yang telah
5 Inventarisasi BMD SKPD sesuai 5 tersosialisasi dan menerapkan A
ketentuan Penatausahaan BMD sesuai
ketentuan
Melaksanakan Pembinaan SKPD ;L;nr'::gil:\asaﬁpc?ar{gmme:galkl;gn
6 |dim rangka pengelolaan BMD 6 P 40 SKPD ( 1 Dokumen)

sesuai ketentuan

Pengelolaan BMD sesuai
ketentuan

-

Program
Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jumliah

ID PENATAUSAHAAN ASET

Kegiatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Sub Kegiatan
1. Inventarisasi Barang Milik
Daerah
2. Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

3. Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Anggaran
86.237.535,00

46.703.960,00

96.289.245,00

281.168.559,00

510.399.299

Rp

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KASUBBID INVENTARISASI
BPKAD KAB,,T LAUT

ERY SURYANI, S. ST
NIP.19730816 199603 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101
W

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . H. AKHMAD ZAINI NOOR, ST
Jabatan - Kabid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama - MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BPKAD KABID PEMANFAATAN DAN
KAB. TANAH LAUT, PENGENDALIAN ASET

BPKAD KAB. TANAH LAUT,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si H. AKHMI\D’E iAINI NOOR, ST
NIP. 19661227 198703 1 002 NIP. 19761121 199703 1 001



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja utama Indikator Utama Target
1 2 3
Meningkatnya kualitas Persentase BMD (Tanah)
pengelolaan aset daerah yang memiliki Sertifikat
5 1 y 95%
sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Persentase BMD (Kendaraan
2|bermotor) yang memiliki 100%
BPKB sesuai ketentuan
3 Persentase BMD yang telah 100%
dipelihara sesuai ketentuan
Persentase BMD yang
dimanfaatkan sesuai o
# ketentuan T
Persentase
Pemindahtanganan,
5|Pemusnahan dan 100%
Penghapusan BMD sesuai
ketentuan @
Program Kegiatan Sub Kegiatan

1 Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Jumlah

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

1. Penilaian Barang Milik Daerah

2. Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan PenghapusanBarang
Milik Daerah

3. Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Pengamanan Barang Milik Daerah

Anggaran

177.064.980,00
115.288.960,00

12.407.911.235,00

396.675.125,00

Rp 13.096.940.300

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KABID PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET
BPKAD KAB. TANAH LAUT

Mx

H. AKHMAD ZATNI NOOR, ST
NIP.19761121 199703 1 001



TR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . YUDI IRAWAN, SE
Jabatan - Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . H. AKHMAD ZAINI NOOR, ST
Jabatan - Kabid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KABID PEMANFAATAN DAN KASUBBID PENGAMANAN
PENGENDALIAN ASET DAN PEMELIHARAAN
BPKAD KAB. TANAH LAUT, BPKAD KAB. TANAH LAUT,
P
H. AKHMAD ZAINI NOOR, ST YU WAN, SE

NIP. 19761121 199703 1 001 NIP. 19 14 200604 1 006



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
1 2 3
Melaksanakan pengajuan
permohonan penyertifikatan Jumlah BMD (Tanah) yang telah
1 |BMD (Tanah) sesuai memenuhi persyaratan 125 Persil BMD
ketentuan penyertifikatan sesuai ketentuan
Melaksanakan pengajuan
permohonan duplikasi BPKB B.j:mlath BN (Ktel;ld:raan hi
2 |BMD (Kendaraan Bermoator) ATRCHEN ) Yoy Bl Mnefion .
sesuai ketentuan persyaratan Duplikasi BPKB
sesuai ketentuan
Melaksanakan Jumlah SKPD yang melakukan
3 Rekonsiliasi/Verifikasi rekonsiliasi/verifikasi 40 SKPD
Pemeliharaan BMD sesuai pemeliharaan BMD sesuai
ketentuan ketentuan
Melaksanakan Penelusuran
4 BMD yang belum jelas Jumlah BMD yang ditelusuri 5 Lokasi
lokasinya sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Melaksanakan Pemeliharaan Jumlah BMD-PPKD yang
% BMD-PPKD sesuai ketentuan dipelihara sesuai ketentuan &Bugh BVD
Jumlah BMD-PPKD yang
Melaksanakan Penguasaaan . s A
b ¥ dikuasai fisiknya sesuai
6 |Fisik BMD-PPKD sesuai wehontuars -
ketentuan
Melaksanakan monitoring
BMD yang dikuasai sesuai Jumlah BMD yang dikuasai )
T : ok ; 30 Kali
ketentuan dimonitoring sesuai ketentuan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

=y

Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jumiah

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

KABID PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET

BPKAD KAB. TANAH LAUT

H. AKHM zmnfﬁ)ti, ST

NIP.19761121 199703 1 001

1. Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Pengamanan Barang Milik Daerah

Anggaran
12.407.911.235,00

396.675.125,00

Rp 12.804.586.360

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KASUBBID PENGAMANAN & PEMELIHARAAN
BPKAD KAB. TANAH LAUT




